
BUPAT/ SAUGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOAAOR 3  YAHUN 2011

TEN1ANG

PEDOMAN PENYEDIAAN DAU PENDISTRIBUSIAN TABUNG LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG Dl
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA tSA
DUPATI SANGGAU,

Menimbang : a.  Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian LPG 3 Kg, mengurangi Subsidi

Bahan Bakar Minyak  dan mengurangi beban keuangan Negara maka perlu

melaksanakan program konvcrsi minyak tanah kc U5(i 3 Kg;

b. Baliwj unluk mcngatiir ponyediaan dan pendislribusian tabling Liquefied

Petrolonm (ias (LI'CI) 3 Kg tlipandang pcrlu pedoman penyeciinan dan

pendistribnsian LP(i .! Kgdl Ki'biipal'Mi Sanggau;

c. Bahwa burdasarkan pcrtimbangan scbagainiar.a dirnaksud p:ida huaifa dan luruf

b pcrlu ditetapkan dengan I'craliir.-m Uupali "anggau;

Mengingat : I.  Undang-Undang Nomor 27 TaHin 1950  tentang Penetapan Undang-Undang

Darural Nomor 3 Tahiin 1953 tenlang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,

@  -  Tamb&han Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-

Undang(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1959 Nomor 72,
Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);'

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tehtang Larangan Praklek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negi.ra Republik Indonesia Ta,

1999 Nomor  33, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3817);
3. Undang-Undnng Nomor 8 Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambalian

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3821);

4. Undanu-Undang Nomor 22 Tahun 2001  lenlang Minyak dan Gas Bumi

(Lembarar Negara Repi'blik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambalian

Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 41 52);

5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah

(Lembarmi Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamb^han

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Unda.iu; Nomor 12 Talmn 20C8 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahiin Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerii,lah Nomor 36 Tjliini 2004 lenlang Kcgialan Usaha Ililir

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran I>Iegara Rcpublik Indonesia Tahun 2004

Nomor 124, Tamba'ian I cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436)

sebagaimana telah diubah dcngr.ii Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009

(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

131



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan  Presiden  Nomor  104  Tahun  2007  tentang  Penyediaan,

Pendistribusian dan penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg; <

9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan

Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;

10. Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  69  Tahun  1993  tentang

Penyelenggaraan Angkutan Barang dijalan;

11. Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  1725

K/12/MEM/2011 tentang harga patokan dan Harga Jual eceran LPG Tabung 3

Kg;

12.Keputusan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 577/Ekbang/2010 tentang

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Bersubsidi Tabung 3 Kg pada

tingkat Pangkalan di Kota Singkawang, Kabupaten Sambas,  Bengkayang,

Landak,Sanggau dan Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

TABUNG LIQUEFIED PETROLEUM GAS {LPG) 3 KILOGRAM DI KABUPATEN

SANGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

b. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat.

c. Provinsi Kalimantan Barat adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau.

e. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sanggau.

f. Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat

tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan-serta

bekerja dan berkedudukan dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia termasuk PT. Pertamina

(Persero).

g. Liquefied petroleum Gas yang selanjutnya disingkat dengan LPG adalah gas hidrokarbon yang

dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, penanganannya yang

pada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya.

h.  LPG Tabung 3 Kg adafah LPG yang diisi kedalam Tabung dengan berat isi 3 Kg.

i.  Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas

penduduk, menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dalam lingkungan usaha mikro dan tidak

mempunyai komporgas untuk diaJihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk Tabung, kompor

gas beserta peralatan lainnya.
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j.  Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk menggunakan Minyak Tanah

untuk memasak dalam lingkungan rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan

menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

k.  Harga patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan

yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk handling) dan margin usaha yang wajar.

I.  Stasiun Pengisian BELK Elpiji (SPBE) adalah tempat penimbunan penerimaan dan penyaluran gas

untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan

Usaha.

m. Agen adalah usaha untuk menyalurkan LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Badan Usaha dibawah

pengawasan untuk mendistribusikan LPG ke pangkalan milik tertentu.

n.  Pangkalan adalah usaha penyaluran Agen LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Bupati, diberi

penguasaan untuk mendistribusikan Gas ke konsumen rumah tangga dan usaha kecil di wilayah

tertentu.

o.  Izin Pangkalan LPG 3 Kg adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati Sanggau meialui Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Kabupaten Sanggau.

p.  Harga Eceran Tetinggi yang selanjutnya disingkat (HET) adalab batas harga ecerBn tertinggi yang

diperbolehkan daiarn penjualan Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg.

q.  Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg.

r.  Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan,

pclatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaon distribusi LPG Tabung 3 Kg.

s.  Konsumen adalah Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Operasional dalam Pengaturan dan

pengawasan penditribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi agar tepat sasaran, efesien dan efektif.

(2) Tujuan  Peraturan  Bupati  ini  adalah  untuk  memudahkan  pelaksanaan  penyediaan  dan

pendistribusian gas LPG 3 Kg serta pengawasannya di Kabupaten Sanggau.

BAB !!!

PENGALOKASIAN LPG 3 KG.

Pasal 3

(1) Jumlah alokasi kebutuhan LPG Tabung 3 Kg ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat setelah

mendapat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

(2) Kebutuhan LPG Tabung 3 Kg diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Kabupaten Sanggau Provfnsf Kalimantan Barat.
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BAB IV

RAYONISAS! DAN PENDISTRIBUSIAN LPG

Pasal 4

(1) Wilayah Pendistribusian LPG 3 Kg ditetapkan Bupati bersama-sama Pertamina atau Badan Usaha

Lainnya.

(2) Agen mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg kepada pangkalan sesuai dengan jumlah kebutuhan.

BAB V

PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG

Pasa! 5 ' s

(1) Pendistribusian LPG 3 Kg dari Pertamina kepada konsumen meliputi Stasiun Pengisian BELK Elpiji

(SPBE) ,Agen LPG, Pangkalan LPG.

BAB VI

HARGA. JUAL LPG

Pasal 6

(1) Bupati dapat menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Bersubsidi di daerah.

(2) Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

dengan mempertimbangkan :

a. Pedoman harga yang ditetapkan oleh Pemerintah;

b. Biaya transportasi;

c. Keuntungan pelaku usaha distribusi Gas Bersubsidi;

d. Daya beli masyarakat; dan

e. Kondisi Geografis;

(3) Tata cara penentuan HET LPG Bersubsidi berdasarkan pada peraturan Perundangan-undangan yang

berlaku.

(4) Pangkalan LPG 3 Kg wajib mengikuti harga jual yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(5) Setiap pangkalan LPG 3 Kg yang berdomisili jauh dari lokasi agen menjual LPG 3 Kg sesuai Harga

Eceran Nyata (HEN) yang ditetapkan oleh Camat.

(6)- Setiap pangkafan wajib memasang papan nama pangkalan ditempat usahanya dan mencantumkan

Harga Eceran Tertinggi dan/atau Harga Eceran Nyata yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI!

PENATAAN SPPBE, AGEN DAN PANGKALAN

Bagian Kesatu

Penetapan SPPBE, Agen dan Pangkaian LPG 3 Kg

Pasal 7

Bupati menetapkan operasional SPPBE, agen dan pangkalan di Kabupaten Sanggau melalui Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral untuk dapat menjamin ketersediaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan

LPG 3 Kg bagi konsumen pengguna terutama di wilayah Kabupaten Sanggau.

i 34


















